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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa aalam rangka pclaksanaan tugas - tugas 'emenntah
Propinsi dan untuk lebih meningkathan hasil pelakeanaan tugas
dalam penyecienggaraan peimerintahan, administrasi can lata
laksana  serta membeiikan pelayanan  administratif  kepada
selurun perangkat daerah, inara perlu membentuk Organisasi
dan Tata Kerja oskretarial waerah Propinsi Nusa lenggara
Timur ;

bahwa sehubungan dengain  ha  leisebul,  mang  periu
menetapkan Peraluran Daerar Propimsi Nuse Tenggara Timu
tentang Pembenlukan  Orgaiisasi dan Tala Kerga sokretana
Daerah Propinsi Nusa Tonggais i,

Undang-Undang Nomor 64 Faliun ot w@iilaiy
RPembentukan Daeran-daerah  Tingkat 1| Bah, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggera Tuvon (Lembaran Negara Danun 1958
Nomaor 115, Tambahan Lembaan Negara Nomaor 1645,

Undangy- undang  Nomor © candn 1974 wntang Pokok - porok
Kepegawaiaan (Lembaran wNegara Tabhwun 1974 Noimnor 55,
Tambahan Lembaran Negaia Nomor 30471) sebagaimana telah
diubalh dengan Undang - Unaang Nomor 423 Taznun 1000
lentang Perubahan Atac Jdnuong  undang Nemor 8 ahun 1574
tentang Fokok - Pokok Kepegawalan , Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambuhian Lambaran Negara Nomo: 3880 ),



Menciapian

Udlam eraturan Daerah s, yadng diniaksud deinu.

| ——
L
3. Undang-Undang Nomo: 2o lahun 1989 entong
Pemerintahan Daerals (Lembas g Negara Tahun 1990 Nomor
60, Tambahan Lembaran  Negara Nomor S83w )
4. Undang-Undang Nomoi <o Tahun 1898 w@entang

Perimbangan Keuangan Antara Femenntah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemarintah Nomor o Tahun 1088 tantang
Koordinasi Kegiatan Instarsi Vertikal di Daerah  { Lembaran
Negara Tahun 1988 womer 10, Tambahan  LembBaran

Al

Negara Nomor 3373),

6. Peraturan Pemerinigh Nomor 22 Tahun 2000 tenlang

Kewenangan Pemerintah dar. Kewenangan Propinss sedadai
Daerah Otonom  { Lambaran Negara Tanun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negeara MNomor 3952),

Peraturan Pemerintah  Nomor 84 Tahun 2000 lentang
Pedoman Organisast Perangkal Daerah { Lembaran  Negara
Tahun 2000 Nomor 1685

~

8. Peraturan Dacrah Propingt Nusa renggara banar Nomor G Fahin
2000 tentang Pengurdangan Feraturan Daerah dan Keputusai
Guberne, (Lembarati Dacrah Propuisi Nusa Tenggara  imuar
Tahun 2000 Nomor 254 S & Nomor 264);

Dengan prrsetuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAL RAH FROPINGI

NUSA TENGGARA TIUR,
MEMU {USKAN
PERATURAN DAERAIL PROVINGI NUSA [TENGGARA VUK
TENTANG  PLMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  KLERJA
SEKRETARIAT DAERAH PRUIFINGT NUSA TENGGARA TIMUR
BAB I
K TEN AN Uiviuiv

j")clbai |

1. Daeiai adalah Daeral Propinst Nusa @ enggara 1 eaurn,

FErnitah

Dacran  adalah Fomorpnan Trops Nuba Toengydia Cami,



Gubernur adaiah Gubernur Musa Tenggara {imu.

Sekreiariat Daerah adalah Sekretarial Daerah Prosins: Musa Tenggara Timut.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Fropiisi Nusa Tenggara Timur.
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Propins: Nusa tenggara Timur,
Perargkat Daerah adalah organisasi / lembaga Pemerintah Daerah  yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dacrah dan embanty Kepaia Daeralr dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri alas Sekietarial Daerah, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit Peleksana Teknis Dinas.

7 Kelorpok Jabatan Fungsional adalah sejumlah :niaga daiam jabatan lungsional
yang terbags dalam berbagai keionpok sesuail desygan cidang reahhan.

~NO O

BAB il
PEMBENTUKAN

Pasal &
Qrge-misasi d.an Tata Kerja Sekretariat Daerah ciben'uk Lerdasarkan Feratu an Daeran
HAIR

BAG H

KECUDUKAN, TUGAS PO il UNGD,
Pasal O |

Sckroterint Dasrgh merupakan unsar Staf emsziadan Daeran yang  dipnagpin oleh
seorang Sekretaris Daeran yang berada di bawan dan oertanggung jawab kepada
Gubertiur.

Nasal 4

Sekretariat Baerah mempunyal tugas membantu suoernw dalain inelaksanakan tugas
penyetanggaraan pemerintahan, aaministrasi, Cigansas: dan  aldlansana  sena

memberikan pelayanan administratif Kepada selurun oorangkat dagrah

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebul wacga Pasal S Poraluran Laerah

sekretariat Daeran mempunyai fungsi '

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Poanerinuah Dacidn

b. penyelenggaraan adminstras pemenniahaiy ' ,

¢. pengelclaan sumber daya aparalun, kéuangan, prasariand dan saruna Cemerinlahan
Daerah

d. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan ol Gubeina sesaa dengan tugas dar,
fungsinya.
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BAB IV
ORGANISASE
Fasal o

(1) Sekretariat Daerah terdin atas 4 { empat | Asisien, 19 (uga belas) Biro, 49 (empat
pulun sembilan ) Bagian dan 132 (seratus Yiga puiuh sembiian; sub Bagian.

(2) Asisien  Sekretaris Daerah sebagoimana uiichsud detan ayal () i'asal i
acdian .

a Agisten Ketataprajaan ,

b. Asisten Administrasi Pembangunan |
c. Asisten Kesejahteraan oosuai

d. Asisten Administrasi.

(3) Asisten — asisten sebagaimana dimaksud daiars ayat () Pasal in inaanig-masing
dipimpin oleh seorang Asisien yang berada i bawah dan beranggung jawab
langsung kepada Sekretaris Daerah.

4y Bire-biro sebagaimana dimaksud da'am ayat i, Pasalun asalah

18 Biro Tata Pemerintahan ,

Ziro Bina Pemerintahan Desa ;

xC) Biro Hukum

& Biro Hubungan Masyarakat ; »

e. airo Bina Perekonomian |

(O Onu.Dina Fanyusuran Program «

Biro Bina Sesial,

é.siro Pemberdayaan Perempuar, .~
1. Biro Kepegawaian,

Biro Keuangan;,

Biro Organisasi,

siro Perlengkapan,

o Biro Umum ;

(5 Begian-bagian terdiri atas 49 ( empal puith sermilan j Bagiai stuaga baeiikal

Bagian Tata Praja ,
Bagian Perangkal dan Pengembangan Wile.val 7 bacrain
Bagian Otonomi Daerah |
Bagian Kependuduxan dan Tenaga Kiaa,
Baglan Perangkat Pemerintahan Dess,
Bagian Administrasi |
Bagian Pengembangan |
Bagian Pendapatan dan Kekayaan ,
Bagian Peraturan Ferundang-undangan |
o Bagian Pembinaan Hukum Kaoupater 1 <oty
. Bagian Dolkumentas: Hukuimn ;
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- 12. Bagian Bantuan Hukum |
13. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan infonaast .
14. Bagian Penerangan, Publihas: dan Dokisnantast
15. Bagian Perpustakaan ,
18. Bagian Sarana Pereckonomian
17. Bagian Produksi Daerah ,
18. Bagian industri dan Perdagangan, Panwisaa aan frernubuigarn,
19. Bagian Penyusunan Program .
20, Bagian Administrasi Pembangunar, Proming |
2. Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaizn /Kot
22. Bagian Agama , -
23. Bagian Pendidikar: dan Kebudayaadn |
24. Bagian Kesechatar.
25. Bagian Kesejahteraan,
26. Bagian Data dan Analisa |
27. Bagian Kesetaraan dan Keadilan Jender dan Poran beia Masyaraiat dan
Organisasi Perempuan |
28. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporar. |
28. Bagian Umum Kepegawaian ,
30. Bagian Mutasi Pegawal ;
31, Bagian Pengembangan Pegawal o , _ _
32. Bagian Kesejahteraan Pegawai ; I I T
33. Bagian Anggaran , e R I
34. Bagian Pembukuan
35 Bagian Perbendaharaan ;
36. Bagian Bina Anggaran Kabupaten / Kot
37. Bagian Verifikasi
38. Baglan Kelembagaan ;
39. Bagian Ketatalaksanaan
40. Bagian Kinerja Organisasi ;
41 Bagian Analisis dar Formasi Jabatan ,
42 Bagian Analisa Kebutuhan ;
43. Bagian Pengadaan ;
44. Bagian Penyimpanan dan Distribusi
45, Bagian Pemelharzan
46. Bagian Tata Usaha ;
47 Baaian Rumah Tangga ;
46. Bagian Telekomunikasi ;
44, Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Uaerah.

Sub Bagian terdiri atas 139 ( seratus tiga puluh sembiian ; bub Baygan sebagal
bearikut ;

sub Bagian Ketertiban Umum ;

Sub Bagian Keagrariaan ;

Sub Bagian Tata Usaha Biro ;

Sub Bagian Perangkat Daerah .

Sub Bagian Pengembangan Wiayah / Daerah dan Kola |
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~ Sub Bagian Perkotaan ;

Sub Bagian Pendataan dan Pengembaiigai: Gionaomi Daerah,

Sib Bagian Penyelenggaraan Otonomi i2acra,
Sub Bagian Evaluasi ;

. Sub Bagian Sumber Daya Manusia ,
. Sub Bagian Administrasi Kependudukan |
. Sub Bagian Catatan Sipii , :

Sub Bagian Perangkat Desa ;

Sub Bagian Tata Femerintahan Desa ,
Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban ,
Sub Bagian Prasarana Fisik ,

Sub Bagian Administrasi Desa

Sub Bagian Pelaporan ;

Sub Bagian Tata Usaha Biro

. Sub Bagian Penataan Wilayah Cesa
. bub Bagian Lembaga Adat ,
. Sub Bagian Pendapatan Desa ,

3ub Bagian Keuangan Desa

. Sub Bagian Tata Hukum ;

Sub Bagian Rancangan Hukum ,
Sub Bagian Tata Usaha Biro ;

. 3ub Bagian Talaahan;

Sub Bagian Pembinaan ;

. Sub Bagian Penyuluhan ;

. Sub Bagian Dokumentasi ,

. Sub Bagian Sengkela Hukum ;

.- Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan rukuin ,

Sub Bagian Hak Azasi Manusia ;
Sub Bagian Pendataan ;

. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
. Sub Bagian Penyajian dan Pemberitaan |

Sub Bagian Penerbitan ;

Sub Bagian Dokumentasi dan Distribus: |
Sub Bagian Audio Visual ;

Sub Ragian Pembinaan Perpustakaan ,

. Sub Bagian Pelayanan Perpustakaan ,

. Sub Bagian Koperasi Pengusaha Kecil dan ienengah,
. Sub Bagian Perusahaan Daerah

. Sub Bagian Tata Usaha Biro

. Sub Bagian Pertanian ,

Sub Bagian Kehutanan dan Lingxungai Hidup ,

. Sub Bagian Pertanwangan dar Energi ;

Sub Bagian Perikanan dan Kelautan,

. Sub Bagian Industri dan Perdagangan ,
. Sub Bagian Transportasi Perhubungan dan Komurniikasi,
. Sub Bagian Pariwisata dan Kesenian Dacrai,

Sub Bagian Penrdataan dan Evaluasi |
Sub Bagian Pragram Kerja ;
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54. Sub Bagian Tata Usaha Birc,
55. Sub Bagian Pembinaan ;
. 56. 8ub Bagian Pelaporan ;
+ 57. 8ub Bagian Pembinaan
58. Sub Bagian Pelapcran
59, Sub Bagian Keagamiaan ;
80. Sub Bagian Urusar Haji ,
1. Sub Bagian Tata Usaha Biro ,
62. Sub Bagian Pendidikan
63. Sub Bagian Kebudayaan ;
64. Sub Bagian Pemuda can Qlah Raga ,
65. Sub Bagian Kesehatan ;
66. Sub Bagian Prasarana dan Sarana Kesehatan |
67. Sub Bagian Kesejahteraan ,
68. Sub Bagian Sosial ;
£9. Sub Bagian Data dan Informasi,
70. Sub Bagian Tata Usaha Birc
71. Sub Bagian Kesetaraan dan Keadilan Jender |
72. Sub Bagian Peran Serta Masyarakat dai Organisasi Perempuan |
73. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
74. Hub Bagian Pelaporan
75. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
76. Sub Bagian Kedudukan Hukum |
77. Hub Bagian Tata Usanha Kepegawaian |
78. ub Bagian Tata Usaha Biro
79. Sub Bagian Mutasi Pegawai |
80. Hub Bagian Mutasi Pegawal Lintas Kabupaten / Kota |
81. Sub Bagian Pensiun Pegawai |
82. Sub Bagian Formasi ;
83. Bub Bagian Pendidinan dan Pelatihan ;
84. ub Bagian Mutasi Jabatan Struktural,
85. sub Bagian Jabatan Fungsional ,
86. 3ub Bagian Kesejahteraan Materiii |
87. Sub Bagian Penghargaan dan Tanda Jusa
88. sub Bagian. Bina Menrtal ;
89. Sub Bagian Anggaran Rutin ,
90. Sub Bagian Anggaran Pembangunan ,
91. Sub Bagian Anggaran Beianja Pegawai |
G2. Sub Bagian Anggaran Rutin |
93. Sub Bagian Anggaran Pembangunan ,
84. Sub Bagtan Anggaran Belanja Peyawai ,
95 Bub Bagian Anggaran Rutin ,
95. Sub Bagian Akuntans: Wilayah ;
97. Sub Bagian Anggaran FPembangunan ;
98. Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawai |
99. Sub Bagian Pemegang |{as Daerabh,
100.5ub L..gian Pembinaan |
101.8ub Bagian Evaiuasi



102.8ub Bagian Tata Usaha Biro ;
103.Sub Bagian Anggaran Rutin ;

- 104.Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
105.Sub Bagian Pembiitiaan Bendaharawan ;
106.Sub Bagian Kelembagaan Propinsi ;
107.Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten / Kota;
108.Sub Bagian Tata Usaha Biro
109.Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
110.Sub Bagian Tatalaksana Pembangunan ;
111.Sub Bagian Tatalaksana Umum ;
112.8ub Bagian Pengembangan Kineria ;
113.Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
114.Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi |
115 Sub Bagian Analisis Jabatan ;

116 Sub Bagian Formasi Jabatan ;

117 Sub Bagian Penyusunan Program
118.5ub Bagian Evaluasi;

119.8ub Bagian Tata Usaha Biro ;

120 Sub Bagian Pembelian ;

121 8ub Bagian Pelelangarn ;

122.5ub M agian Penyimpanan ;

123.5ub Bagian Disiribusi dan Penghapusan
124.5ub Bagian Barang Bergerak ;

125.5Sub Bagian Barang Tidak Bergerak ,
126.Sub Bagian Inventaris dan Sengketa Earang;
127.Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi ,

128 Sub Bagian Penggandaan

128.Sub Bagian Tata.Usaha Biro ,

13C.Sub Bagian Rumah Tangga "imginan ;
131.8ub Bagian Urusan Daiam ;

132.5ub Bagian Protokel dan Perjalanan ;
132.5ub Bagian Tata Usaha Pimpinan ;
134.5ub Bagian Administrasi Telekomunihasi ;
13£.Sub Bagian Sarana Telekomunikasi
136.5ub Bagian Pemeliharaan ;

137.5ub Bagian Belanja Pegawai ;

138.8ub Bagian Administrasi Perjalanan ;
139.5ub Bagian Belanja Rutin.

(7) Biro-biro sebagaimana dimaksud dalam aya: :4) Pasal ini, masing - Masing
dipimpin oleh seorarg Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung-jawab
kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

. (8) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud daiam ayat (5) Pasal ini, masing - masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertangguiig
} jawab kepada Kepala Biro. -

(S) Sub Bagian - sub bagian sebagaimana dimaksun daiam ayat (8) Pasal in, masing -
masing dipimpin oleh secrang Kepala Sub Begian yang berada di bewah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian B
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Pasal 7

Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas inelaksanakan pembinaan  ates
penyelenggaraan pemerintahan urnum dan pemerintahan desa,
mengkoordinasikan  perumusan  peraturan  perundang-undangan  serta
kehumasan.

Unnuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
Asisten Ketataparajaan mempunyai fungsi pelahsanaan koordinasi

a. kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan;

b. kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan grogram dan petunjuk teknis serta
pemantuan penyelenggaraan pemerintanan umum dan pemerintahan desa,

c. kegiatan perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan,

d. kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang hukbungan masyarakat,

e. kegiawan —kegialan lain yaiy verhiubungan dengan bidang pemerintahan.

Agisten Katatanrajaan mengkoordinir .
a. Biro' Tata Pemerintahan;

b. Biro Bina Pemerintahan Desa ;

c. Biro Hukum ;

. d. Biro Hubungan Masyiﬁarakat; '

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan  pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum, olonuini daerah, perangkat dacrah,
pengembangan wilayah/daeran serta kegiatan dan administrasi Kependudukan
dan catatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan {ugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini
Birc Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pemerintah daerah ;

L. penylapan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pemerintabian umum
dan pemerintahan daerah ;

- ¢. pemantauan pelaksanaan program dan  petunjuk teknis palaksanaan

pemerintahan umum dan pemesintahan daeran ;

d. pelaksanaan evaluasi tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi |

e. penyiapan bahan kerjasama antara - emerintah Daeran dengan Pemerintah |
Pemerintah Daerah di luar Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah
Kabupaten / Kofa dan kerjasama luar riegern;

f. pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

g. pembinaan pengembangan wilayah dan dacrah ;

h. pembinaan otonomi  daerah, tugas pemoantuan  dan  evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerals;

1. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.
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(6) Biro Tata Pemerintahan terdiri dari Bagian-baygian dan Sub Bagian-sub bagian :

Bagian Tata Praja . '

a. Sub Lagian Ketertipan Umum ;
b. Sub Bagian Keagrariaan ;
¢. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilay=h / Daerah .
a. Sub Bagian Perangkat Daerah ;

b, Sub Bagian Pengembangan Wilayah / Daerah dan Kola
c. Sub Bagian Perkotaan.

‘Bagian Otonomi Daerah :

a. Sub Bagian Pendataan dan Pencembangan Otonomi Daerah,
b. Sub Bagian Penyelanggaraan Otonorii Daerah

c. -Sub Bagian Evaluasi.

Bagian Kependudukan dan Tenaga Kerja :
a. Sub Bagian Sumber Daya Manusia ;

b. Sub Bagian Administrasi Kependudukan
c. Sub Bagian Catatan Sipil.

(7)Biro Bina Pemerintahan Desa mempunyai wugas melakukan pembinaan
pemerintahan desa,perangkal pemerintah desa,admmnistiasi dan pengembangan

desa serta pendapatan dan kekayaan desa.

{3} Untuk |‘;nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini,
Airo Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a
b.

e,

d.
e.

pelaksanaan pengumpulan bahan pembinaan Permerintahan Desa,

pelaksanaan pengumpulan bahan pembingan  peningkatan administrasi
pemerintahan desa , pendapatan dan kekayaan desa;

pelaksanaan pengumpulan bahan pembinaan parangkat pemerintahan desa,
keamanan dan ketertiban serta prasarana fisik pemerintahan desa;
pelaksanaan pengumpulan bahan pengembangan desa;

pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.

(9) Biro Bina Pemerintahan Desa terdiri dari Ragiar-bagian dar Sub Bagian-sub
bagian:; .

1.

2.

Bagian Perangkat Pemerintahan Desa :

a. Sub Bagian Perangkat Desa ;

b. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa |
c. Sub Bagian Keamanan dan Ketartiban ;
d Sub Bagian Prasarana Fisik.

Bagian Administrasi .

a. Sub Bagian Administrasi Desa ;
b. Sub Bagian Pelaporan ;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
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k 3. | Bagian Pengembangan :
a. Sub Bagian Penataan Wilayah iJesa;
b. Sub Bagian Lembaga Adat.

4. Bagian Pendapatan dan Kekayaan
a. Sub Bagian Pendapatan Desa;
b. Sub Bagian Keuangan Desa.

(10) Birc Hukum mempunyai tugas meleksanakan koordinasi dalam rangka
perumusan Kebijakan produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan
peraturan perundang - undangan dan hak asasi manusia, xonsultasi dan
bantuan hukum, dokumentasi hukum, dan pembmnaan produk hukum Kabupaten
/ Kota.

(11}  Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana cimaksud dalam ayat (10) Pasal,
- ini. Biro Hukum mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan koordinasi perumusan Peraturan  Daerah  dan
Keputusan Gubernur

b. pembuatan telahaan dan evaluasi pelaksanaan peraturan peraturan
perundang-undangan,

c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta hak asasi manusia
kepada semua unsur Pemerintah dacrah,

d. pendckumentasian hukum dan publikasi produk hukum,

e. penyampaian bahan pembinaan produk huktm Kabupaten /Kola,

f. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan giro.

(12) Biro Hukum terdiri atas Bagian-bag:an dan Sub Bagian-sub bagiarn :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan :
a. Sub'Bagian Tata Hukum ;
b. Sub Bagian Rancangan Hukum ;
¢. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Bagian Pembinaef;n Hukum Kabupaten / Kota
a. Sub Bagian Telaahan ;
b. Sub Bagian Pembinaan.

3. Bagian Dokumentasi Hukum ;
a. Sub Bagian Penyuluhan ;
b. Sup Bagian Dokuine s

1. 2agian Bartuan Hukum
a. Sub Bagian Sengketa Hukum ,
b. Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum ;
c. Sub Bagian Hak Azasi Manusia.

(13} Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan

— pengembangan hubungan masyarakat guna inenctapkan pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan serta menyiapkan
bahan pembinaan dan memberikan pelavanan pernustakaan propinsi.



(14} Untuk mecyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalem ayat (13) Pasal

ini, Biro Hubungan Masyarakat mempunya. fungs .

a. pengumpulan  bahan penyusunan pedomian  dan  teknis  pembinaan
pengembangan hubungan masyarakat

b. pelaksanaan kerjasama antara Pemerinteh Daerah dengan Lembaga
Pemerintah lainnya dan masyarakat umum ci dderah

c. pelaksanaan perencanaan dan pemberiiaan  kegialan pemerin@han dan
Pembangunan;

d. pelaksanaan perencanaan Put ikasi dan Dckumentasi,

e. pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pelayanan perpustakaar ;

f. pelaksanaan urusan-urusan Pemerntah Dacran dan mempersiapkan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan Promosi Daerah di iuar Dacrah sesual
kewenangan yang diberikan;

- ¢. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.

(15} Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari Bagian - bagian dar Sub Bagian-sub
~— bagian:

1. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi,
&. Sub Bagian Pendataan ; .
L. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. bagian Penerangan, Publikasi dar Dokumenlasi ,
- &. Sub Bagian Penyajian dan Pemberitean ;
L. Sub Bagian Penerbitan ;
¢. Sub Bagian Dokumentasi dan Distribusi |
d. Sub Bagian Audio Visual.

3. Bagian Perpustakaan :
a. Sub Bagian Pembinaan Perpustakaan |
b. Sub Bagian Pelayanan Perpustakaan .

Pacal 8

(1) Asisten Administarsi Pembangunan mempunyai tugas  mombina pelaksanaan
pembangunan dan perekonomian Daerah,

(2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud datam ayat (1, Pasal ini,
Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan

a. penyiapan balan pembangunan dan perekononian daerah,

b. perumusan bahan kebijakan penyusunan program pembinaan dan peiunjuk
teknis pembangunan Daerah, pembangunan antar sektor dan antar Laerah;

c. perumusan bahan kebijakan penyusunan program pembinaan dan petunjuk
teknis perkoperasian, perusahaan dan nerbankan Daerah, transocrtasi dan
komunikasi, serta pengembangan sarana perekonormian,

.



(3) Asisten Administrasi Fembangunan mangkoordiriir .

a. Biro Bina Perekcnomian , .
b. Biro Bina Penyusunan Program.

(4} Biro Bina Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
dan koordinasi pelaksanaan perekonormuan  Oaerah seria mamantau

' parkembangannya.

~ (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana aimaksud dalam ayal (4) Pasal

ini, Biro Bina Perekonomian mempunyai fungsikoordinasi.

a. pelaksanaan  pengumpulan  bahan  perbinaan  peningkatan sarana
perekonomian; _

. pelaksanaan pengumpulan bahan pembinaan peningkatan hasil
industri dan produksi pertanian ;

C. pllansanaan penjgumpulan bahan penibinaan  peningkatan hasil
produksi pertambangan dan energi;

d. pelaksanaan pengumpulan bahar pembinaan cengambangan kepariwisataan ;

e. pelaksanaan kegiatan kelata usahaan Biro.

(6) Biro Bina Parekoncmian terdiri dari Bagian-vagian dan Sub Bagian-sub bagian :

1. Bagian Sarana Perekonomian :
a. Sub Bagian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengal;
. b. Sub Bagian Perusahaan Daerah
¢. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Bagian Produksi Daerah :
a. Sub Bagian Pertanian;
b. Sub Bagian Kehutanan dan Lingkungan Fidup;
c. Sub Bagian Pertambangan dan Enei s,
d. Sub Bagian Perikanan dan Kejautan.

3. Bagian Indusiri dan Perdagangan. Pariwisata dan Ferhubungan :
a. Sub Bagian Industri dan Perdagangan
b. Sub Bagian Transportasi Perhubungan dan Komunikas:;
¢. Sub Bagian Pariwisala dan Kesenian Dacrah.

(7} Biro Bina Penyusunan Program mempunyai tugas  menyiapkan kourdinasi
1= kegiatan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunar
‘ serta memantau perkembangannya.

. (8) Unjuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7} I“asal ini,
Biro Bina Penyusunan Program mempunyai furgs: .

a. perencanaan dan pengendalian kegiatarn penyiapan bahan penyusirian program
piaksanaan pembangunan Propinsi, pembangunan antar Kabupaten/Kota,
pembangunan antar sektor dan pempangunan lainnya,
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corsnconnzn dan  pengendalian  Kegiatan penyiapan bahan pemoinaan
pelaksanaan pembangunan Propinsi dan Kabupaten/Kota;

perencanaan dan pengendalian kegiatan panyiapan bahan laporan  dan
visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan laerah;

. pengolahan bahan-bahan pembinaan pelaksairaan pembangunan Proginsi dan

Kabupaten / Kota dan penilaian pelaksanaan pengumpuian dan pengolahan
bahan laporan dan visualisasl hasi pelaksanaan pembangunan Daerah yang
dibiayai oleh APBD ;

pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biru.

Birc Bina Penyusunan Program terdiri atas bagian-bagian dan Sub Bagian-sub
bagian :

1. Bagian Penyusunan Program :
a. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi ,
t. Sub Bagian Program Keria |
¢. Sub bagan Tata Usaha Birc.

Bagién Administrasi Pembangunan Propingi
a. Sub Bagian Pembinaai ;
b. Sub Bagian Pelaporan.

P

3. Bagian Administrasi Pembanguinan Kabupaten / Kota
a. Sub Bagian-Pembinaan ;
I>. Sub Bagian Pelaporan.

Pasal 9

{1) Asisten Kesejanteraan Sosial mempunyai tugas membing kegiatan di bidang
] kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuarn.

(2) Untuk meny%ienggarakan tugas tersebut Jdalem ayat (1) Pasal iru, Asisten

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi kocrdinas:
a. pelaksanaan penyusunan program pema.naan dan petunuk texnis i bidarny

kesejahteraan rakvat,

b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijaksanaan penyusunan program pembinaan

dan petunjuk teknis di bidang keagamaan. seita pendidikan dan kebudayaan,

c. pelaksanaan penyusunan program pemiinaan dan petunjuk tekns dibidang

kesehatan, kesejahteraan, generasi muda Jdan olah raga,

d. pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan petuniuk teknis dibidang

pemberdayaan perempuan.

(3) Asisten Kesejahteraan Sosiel mengkordinir .

a. Biro Bina Sosial ;
b. Birc Pemberdayaan Perempuan.

(4) Biro Bina Sosial mempunyail tugas menyiagran bahan koordinasi kegiatar: di bidang
keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehetan, ksgjahteraan, gena asi muda
dan olah raga. ’
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-{6) Biro Bina Sosial terdiri dari Bagian-bagian dan Suc Bagian-sub bagian .

ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal Ini,

Birc Bina Sosiai mempunyai fungsi

pengumpulan bahan penyusunan program pembinaan dan pewnjuk teknis di
bidang keagamaan,

pengumpulan bahan kegiatan penyusunan grogram pembinaan dan petunjuk
teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan

pengumpulan bahan penyusunan prograni dan petunjuk teknis di bidang
kesehatan ;

pengumpulan bahan pengolahan data, seran gan pertinbangan serta koordinasi
kegiatan penyusunian program, pembinaan <dan petunjuk teknis di bidang
kesejahteraan ,

pelaksanaan kKegiatan ketata usahaan Biro.

1. Bagian Agama :
a. Sub Bagian Keagamaan ;
b. Sub Bagian Urusan Haji ,
c. Sub Bagian Tata Usahia Biro.

Bagian Pendidikan dan Kebudayaan !
a. Sub Bagian Pendidikan ;
b, Sub Bagian lekbudoy-nn; _

¢. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

ro
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. Bagian Kesehatan :
a. Sub Bagian Kesehatan
b. Sub Bagian Prasarana dan Sarana kesehatan ,

s

Bagian Kesejahteraan
a. Sub Bagian Kesejahteraan;
b. Sub Bagian Sosial.

Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi
dan bahan kebijakan Pemerintah Dazrah «i bidang pembangunan pemberdayaan
perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, HAM bagi
perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat () Pasal ini,

Biro Pemberdayaan Perempuan menipunyai fungsi .

a. pongumpelan data  dan melakukan analisa dalam rangka penyiapan bahan
kebijakan pemerintah daerah di  bidang pemberdayaan perempuan,
penyusunan program dan pelaksanaarn program rintisan pembpeidayaan dalam
rangka penghormatan martabat dan HAM bagyl perempuan;

b. penyusunan perencanaan program dan  pelaksanaan  program  rintisan
pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktivitas lanjut;

¢. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan ke.cmbagaan
pengelola kemajuan perempuan,
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d. pengevaluasian kebijakan, perencenaan dar. pemantuan pelaksanaan program,
serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya penibangunan
pembardayaan perempuan menuju Kesetwaan dan  keadian termasuk
pelaporan.

e. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.

Biro :Pemberdayaan Perempuan terdiri atas Bagian-bagian dan Sub Bagian-sub
bagian sebagai berikut .

1. Bagian Data dan Analisa :
a. Sub Bagian Data dan Informasi ;
b. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Bagian Kesetaraan dan keadilan Jender dan Peran Serta Masyaraxal — dan
" Organisasi Perempuan
a. Sub Bagian Kesetaraan dan Keadilan Jender
" b. Sub Bagian Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan.

3. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelgzporarn .
a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluas)
b. Sub Bagian Pelaporan.

FPasal 10

Asicten Administrasi mempunyai tugas membina organisas dan ata laksana,
kepagawaian , keuangan, perlcngkapan dan perawaian, tata usaha dan arsip,
serta urusan rumah tangga.

‘Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Asisten Administrasi mempunyai furgsi .

a. penyusunan program dan pelunjuk teknis,

b. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan kepegawaian |

C. penyusunan  perumusan  kebijaksanaan  pembinaan organisasi  dan
ketatalaksanaan

d. perumusan kebijakan peéenyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, serta
pembinaan administrasi keuangan,

e. perumusan Kkebijakan dan petunjuk eknis penyusunan program kebutuhan
perbekalan ~dan pengeloiaan perlengkapan, serta penyiapan pembinaan
administrasi perlengkapan

f. perumusan kebijakan pembinaan urusen rumah tangga, lata usaha, kearsipan,
serta sandi dan telekomunikasi.

Asisten Administrasi mengkoordinir :

2. Biro Kepegawaiarn
b. Biro Keuangan ;

¢. Biro Organisasi ;

d. Biro Perlengkapan ;
e. diro Umum,



1) Birc Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan  pembinaan  adminitrast
kepagawaian, penyusunan program, pengermbangan kepegawaian, nutasl
’ ' pegawai dan tata usaha kepegawaiarn .

(5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4} Pasal in,
Biro Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan pengumpulan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian,

penyiapan bahan petunjuk pengembangan karier pegawal,

pelaksanaan administrasi kepegawaian,

nelaksanan mutasi, tata usaha, serta peninghatan kesejahteraan pegawai,
pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.
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(6) Biro Kepegawaian terdiri atas Bagian-bagiai: dan Sub Bagian-sub bagian .

1. Bagian Umum Kepegawaian :
a. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporaiy ;
b. Sub Bagian Kedudukan Hukum ;
c. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawa.an ;, -
d. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Z. Bagian Mutasi Pegawai :
a. Sub Bagian Mutasi Pegawai ;
b. Sub Bagian Mutasi Pegawai L.ntas Kabupalen / Kola
c. Sub Bagian Pensiun Pegawai.

: 3. Bagian Pengembarcan Pegawal :
a. Sub Bagian Formasi ;
b. Sub Bagian Pendidikan dan Pzlatihan ;
c. Sub Bagian Mutasi Jabatan Struktural ;
d. Sub Bagian Jabatan Fungsional.

4. Bagian Kesgjahteraan Pegawai :
a. Sub Bagian Kesejahteraan Matenil
b. Sub Bagian Penghargaan dan Tanda Jasa |
¢. Sub Bagian Bina Mental.

(7) Birc ®Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran,
perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapaian dan Belanja Daesrah | APBD),
mengelola dan membina Adminisirasi keuangan.

(8 Untuk melaksarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, Birg
Keuangan mempunyai fungsi.
i a. pengumpulan bahan penyusunan anggalan, perubahan dan  perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeiah ( APBD) ,
h. penyelenggaraan administrasi dan pembukuan keuangan Daerab,
C. pengumpuian bahan pembinaan dan peluryuk teknis penyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah ( APBD), perhiungan Anggaran Pendapatan
Gan Beianja Daerah (APRD) Yobupaten /Kuia

4
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(9) Biro Keuangan terdiri atas Bagian-bagian Jdan Sub Bagian-sub bagian

pangujian kebenaran penagiban dan percrbilan Surat Perintah

Uang { SPMU);
penyiapan tahan pembinaan Anggaran [codapatain dan Belanja Daerah
(APBD} Kabupaten/Kota

penyiapan bahan Keputusan Bendaharawar,
pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.

1.

6

Bagian Anggaran :

a. Sub Bagian Anggaran Rutin .

b. Sub Bagian Anggaran Fembangunan ;
¢. Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawal.

Bagian Pembukuan :

a. Sub Bagian Anggaran Rutin ;

b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
¢. Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawa: ,
d. Sub Bagian Akuntansi Wilayah.

Bagian Perbendaharaan :

a. Sub Bagian Anggaran Rutin ;

b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
c. Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawai ,

- d. Sub Bagian Pemegang Kas Daerah.

Bagian Bina Anggaran Kabupaten / Kota :
a. Sub Bagian Pemoinaan;

b. Sub Bagian Evaluasi ;

¢. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Bagian Verifikasi .

a. Sub Bagian Anggaran Rutin ;

b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan.
c. Sub Bagian Pembinaan Bendaharawan.

Nembayar

{10). Biro Organisasi mempunyai tugas menyapkan pembinaan kelembagaan,

{11).

ketatalaksanaan, analisis jabatan serta peningkatan kinerja.

Uatuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, -

Biro Organisasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan bahan

a. pembinaan dan pelunjuk teknis penataan kelembagan ;

aoo
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pembinaan dan pelunjuk teknis pembakuan tatakerja dan prosedur kerja;

pembinaan dan petunjuk teknis pelakszanaan anabisis jabatan;
pembinaan dan petunjuk leknis pengambargan kinerja organisasi.

pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.
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4. Bagian Pemeliharaan :
a. Sub Bagian Barang Bergerak ;
b. Sub Bagian Barang Tidak Bergerak,
c. Sub Bagian Inventaris dan Sengkela Barang.

“er Biro umumn mempunyai tngas menyviapkan peinibinaan ketausahaan, kearsipan,
melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan {elekomunikasi, perjalanan dinas
dan tata usaha Keuangan Sekretariat Daerah .

{17) Unluk menyelenggaraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) Pasal
ini, Biro umum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan dan pengendalian urusan taie usaha umum dan lata usaha
pimpinan,
b. penyelenggaraan urusan rumah tangge Sekrerariat Daerah
¢. penyiapan bahan pembinaan dan pengeloiaan kearsipan,
d. pengamanan pimpinan daerah;
8. penyeienggaraan urusan, sandi dan telekomunikasi,
f. penyelenggaraan urusan tata usaha Selretarsi Daerah,
g. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Biro.

{18} Biro Umum terdiri atas Bagian-bagian can Hub Bagian-sub bagian .

1. Bagian Tata Usaha ,
A Snb Rapjan Arsip dan Ekspedisi ;
b. Sub-Bagian Penggandaan
¢. Sub Bagian Tata Usaha Biro

2. Bagian Rumah Tangga .
a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan :
b. Sub Bagian Urusan Dalam ;
¢. Sub Bagian Protokol dan Perjaianan ;
d. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

3. Bagian Telekomunikasi :
a. Sub Bagian Administrasi Telekomunikasi |
b. Sub Bagian Sarana Telekomunikas: ,
¢. Sub Bagian Pemeliharaan.

4. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Duerah .
a. sub Bagian Belanja Pegawai |
b Sub Bagian Administrasi Perjalana ;
¢. Sub Bagian Belanja Rulin.

Pasal 1

Keiompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah  mempunyai tugas
melaksanakan sebaglan wgas Sckretariat Daerah sesua: keahhian dan kebutuhan,
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Fasal 12

“

{13 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimieksud dalain Pasal 11 Peraturan
Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsicnal yang terbagi
dalam berbagai kelormpok sesuai dengan bidang keahliannya.

( 2 ) Setap kelompok sebagaimana dimaksud dalarm ayat 1 Pasal ini di gimpin oleh
seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

( 3 ; Jurnlan dan jenis jabatan fungsicnal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal
inl ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesual dengan
peratiran perundang - undangan yang beraku

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam {ampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkar, dari Peraturan Daerah ini .

BAB Vv
TATA KERJA
PPasal 14
Sekretarial Daerah dalam imelaksanskan wgasniya wajib  menerapkan prinsip

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi  waik dalam lingkungan sendiri maupun antar
saluan corganisasi sesuai s.ngan tugas masing-masing.

Pasal 15

(1) Seuwretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkar ketentuan
vare hertale
7 o~ R

(¢) Sckretaris Daerah  berkewajiban imemberikan petunpik, membina, membimbing
dan  mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pemhantu dan pelaksana vang
berada dalam lingkungan sek etariatnya.

Pasal 18

Sebap Pimpinan Satuan Organisasi dalam  lingkumgan Sekretariat Dazrah  wajib
mengawasi bawahannya masing -~ masing dan bila tenadi penyimpangan wajib
mengambil langkah — langkah yang diperlukan sesua dengan peraturuan perundang —
undangan ya~) berlaku.




BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

(1) Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai peiaksanaannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur Nomor S Tahun 1992 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa
Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur.

Ditetapkan di Kupang
pgd&*tanggal 7 Desember 2000
( I?"“‘\

L ]

Diundangkan di Kupang
pada tanggal of’ quA&aoo
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Dengan berdasarkan pada kewenangan secsuai Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 1999, baik kewenangan desentrafisasi, yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota
dan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kola, maka dalam
rangka memperlancar  tugas-lugas pelayanan administratif kepada  seluruh
FPerangkat Daeral,, perlu dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan  diatur

tatakerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja

Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1s/d 18 . Cukup jelas



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MUSA TENGGARA TIMUR

- A PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan pelaksanaan Otoriomi Daerah sebagaimana yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain menentukan arah kebijaksanaan
nemrbangunan di Daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat secara
langsung ( Bottom Up ) mulai dari perencanaari, pelaksanaan, maupun pengawasan
guna mempercepat pertumbuhan dan pemcrataan pembangunan dan hasil-hasilnya
bagi kesejahteraan masyarakat, maka diperlukar; penyelenggaraan administratif yang

cepat, tepat dan akurat.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 68 ayat (1) dilegasken bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dsngan pedoman yang ditetapkan oleh
Permerintah. Dan untuk itu telah dikeluarkan Feraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
20C0 tentang Pedoman Crganisasi Perangkat Daerah dimana untuk Pemerintah
Propinsi terdiri dari  Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga Teknis

~ Daerah, dan Dinas-dinas Propinsi.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
ditegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah perlu mempertimbangkan

kewenangan pemierintah yang dimiliki cleh deerah;

karakteristik, potensi dan kebutuhan daerati;

kema,puan keuangan daerah;

kelersediaan Sumber daya Aparaiur ;

pengembangan pola kerjasama antar ciaerah dan atau dengan pihak ketiga;

Taooe

Sekretariat Daerah Propinsi adalah merupakan unsur staf Pemerintah Propinsi
yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam  melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi. organisasi dan Tatalaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepaca seluruh perangkat daerah.



